BUPATI KENDAL
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

a.

PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA

DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi penyaluran
bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa kepada
Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2016, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal
Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah
Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



10.

11.

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan  Pililhan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8§,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5
Seri E No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 144);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 9 Seri A No.
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
148) ;



Menetapkan

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2015 Nomor 73 Seri A No. 6);

21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No.
15);

22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor S Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2015 Nomor 17 Seri E No 16);

23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal
Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015
Nomor 19 Seri E No. 18);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN
2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 19
Tahun 2016 tentang  Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah
Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 19 Seri E No. 18) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran
Bantuan Keuangan Khusus Pilkades kepada Bupati Cq
Kepala DPPKAD melalui Camat diteruskan kepada Kepala
Bagian Tata Pemerintahan.



(2)

Surat permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri

dengan :

a. Peraturan Desa tentang APBDesa;

b. rencana biaya pemilihan yang telah disetujui; dan

c. Pakta Integritas/Pernyataan tanggungjawab mutlak
yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai
6.000.

Camat melaksanakan verifikasi permohonan dengan

melakukan penelitian kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan rekomendasi
penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dan
meneruskan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala
DPPKAD melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Bagian Tata
Pemerintahan menyusun rekapitulasi dan meneruskan
permohonan kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD berupa
surat pengantar dengan dilampiri permohonan penyaluran
bantuan keuangan khusus dari Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan
Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
rekomendasi Camat melalui Kepala Bagian Tata
Pemerintahan kepada Kepala DPPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah untuk menyalurkan jumlah
dana yang diajukan.

. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 10

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades kepada
Camat dengan tembusan Kepala Bagian Tata
Pemerintahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
rapat pleno perhitungan suara di tingkat panitia
pemilihan.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus didukung dengan bukti pengeluaran
yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diarsipkan oleh desa setelah dilakukan verifikasi
oleh Camat.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Juni 2016

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR 21 SERI E NO.20



